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PERATURAN KEPALA  

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 
NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG 
PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana strategis, 
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan 
data kinerja, dan pelaporan kinerja yang dilengkapi 
dengan dokumen indikator kinerja utama perlu 
menetapkan Pedoman dan Penerapan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman 
dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala 
Badan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5058); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 
Tahun 2008 tentang  Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika; 

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi 
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 90); 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Neagara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara 
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun 
Klimatologi, dan Stasiun Geofisika; 

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika; 

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN 
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN 
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

Pasal 1 
Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini. 

Pasal 2 
Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit organisasi di 
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam 
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP), yang terdiri dari Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, 
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang 
dilengkapi dengan dokumen Indikator Kinerja Utama. 

Pasal 3 
Dengan berlakunya peraturan Kepala Badan ini, maka peraturan Kepala 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 April 2015 
KEPALA BADAN 
METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN 
GEOFISIKA, 
 

          ANDI EKA SAKYA 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Mei 2015 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
YASONNA H. LAOLY 
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